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Abstract

Children as perpetrators of crimes are referred to as children in conflict with the law. According to
Romli Atmasasmita, the child in conflict with the law is any act or behavior of a child under the age of
18 and who is not yet married, which is a violation of applicable legal norms and can endanger the
child's personal development. For this reason, in dealing with and overcoming these various
problems, it is necessary to consider the position of the child with all the characteristics and
characteristics that are typical as perpetrators of a crime. Not only see whether the act is based on
their thoughts, feelings and desires but must also see various things that can influence why the child is
committing a crime. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The
results of this study are alternative efforts in dealing with issues related to criminal acts committed by
children as perpetrators of criminal acts. Because more and more children commit criminal acts.
After the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. There
are inhibiting factors in its application, namely: There is no equal perception between law
enforcement officials regarding the handling of children dealing with the law for the best interests of
children.
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Abstrak

Anak-anak sebagai pelaku kejahatan yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
Menurut Romli Atmasasmita, anak yang berkonflik dengan hukum adalah setiap tindakan atau
perilaku anak di bawah usia 18 dan yang belum menikah, yang merupakan pelanggaran terhadap
norma-norma hukum yang berlaku dan dapat membahayakan pengembangan pribadi anak. Untuk
alasan ini, dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah, maka perlu untuk mempertimbangkan
posisi anak dengan semua karakteristik dan karakteristik yang khas sebagai pelaku kejahatan. Tidak
hanya melihat apakah tindakan tersebut didasarkan pada pikiran, perasaan dan keinginan mereka,
tetapi juga harus melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi mengapa anak tersebut melakukan
kejahatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif. Hasil penelitian ini adalah upaya alternatif dalam menangani masalah yang berkaitan
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena semakin
banyak anak-anak melakukan tindak pidana. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang anak Sistem Peradilan Pidana. Ada faktor penghambat dalam penerapannya,
yaitu: Tidak ada persepsi yang sama antara aparat penegak hukum mengenai penanganan anak
berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Anak-anak, Keadilan Restoratif, Pidana.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut
dengan anak yang berkonflik dengan hukum.
Menurut Romli Atmasasmita anak yang
berkonflik dengan hukum adalah setiap
perbuatan atau tingkah laku seorang anak di
bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang
merupakan pelanggaran terhadap norma-norma
hukum yang berlaku serta dapat membahayakan
perkembangan pribadi si anak. Untuk itu, dalam
menghadapi dan menanggulangi berbagai
masalah  tersebut, perlu dipertimbangkan
kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat
yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak
hanya melihat apakah perbuatan itu berdasarkan
pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus
juga melihat berbagai hal yang dapat
mempengaruhi mengapa anak tersebut berbuat
suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran
dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.
Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana,
penegak hukum senantiasa harus memperhatikan
kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.
Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih
labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan
kedudukan anak di masyarakat yang masih
membutuhkan perlindungan dapat dijadikan
dasar untuk mencari suatu solusi alternatif
bagaimana menghindarkan anak dari suatu
sistem peradilan pidana formal, penempatan
anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap
kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu
solusinya adalah dengan mengalihkan atau
menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak
dari sistem peradilan pidana. Artinya anak yang
berkonflik dengan hukum tidak  harus
diselesaikan melalui jalur peradilan formal,
akantetapi dapat ditempuh alternatif bagi
penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi
kepentingan terbaik bagi anak dan dengan
mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan
korban yang disebut pendekatan Restorative
Justice. Penanganan dengan pendekatan ini juga
dilakukan dengan alasan untuk memberikan
suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar
menjadi orang yang baik kembali melalui jalur
non-formal dengan melibatkan sumber daya
masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan
kepada kasus anak yang telah terlanjur
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat
penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara
penulis dengan hakim Sunggul Simanjuntak,
SH., Cn., M.Hum (NIP .196311071992121001.)
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Hakim senior di Pengadilan Negeri Palembang
ia mengatakan “semakin tahun semakin banyak
anak-anak yang diadili di Pengadilan Negeri
Palembang” terutama sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017 padahal undang-undang
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
diundangkan sejak tahun 2012. Jadi sudah
sepantasnya Penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum harus didasarkan pada
kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa
“terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak,
baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga
kepentingan anak satu dengan lainnya tidak
harus sama. Penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum tidak harus menggunakan sarana
nonpenal (misalnya diversi) atau menggunakan
hukum pidana (sarana penal). Namun, ke-
duanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu
mengutamakan  diversi  (jika  memenuhi
persyaratan diversi), dan jika upaya tersebut
gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan
pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan
sistem peradilan pidana untuk penyelesaian
perkara pidana dapat berdampak buruk bagi
anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada
anak, dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-
kebiasan buruk di LAPAS yang kemudian
dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS
Anak (prisonisasi), bahkan pengulangan tindak
pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu
penyebabnya adalah adanya kontak langsung
dengan penegak hukum yang dapat membuat
anak frustrasi. Jika perkaranya sudah diputus
oleh pengadilanpun, mungkin akan menjadi
stigma bagi anak pelaku tindak pidana. Karena
itu, para ahli di bidang, hukum, kriminal,
kriminologi, dan penologi mencari jalan terbaik
bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat.
Disini ditawarkan pendekatan keadilan restoratif
sebagai alternatif pemikiran untuk mengurangi
kelemahan teori pemidanaan retributif, teori
prevensi maupun teori gabungan. Keadilan
restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang
mengedepankan keadilan dalam perspektif
pelaku  dan  keluarganya, korban dan
keluarganya, masyarakat, dan pemangku
kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan
masing-masing. Karena itu, pemikiran keadilan
restoratif (restorative justice) menjadi salah satu
upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan
pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini
mengutamakan penyelesaian tindak pidana di
luar peradilan pidana.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendekatan
restorative justice Terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum, dan upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum di PN Kelas TA
Palembang?

2. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan
pendekatan restorative justice terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum di PN Kelas
IA Palembang?

C. Tujuan

1. Bagaimana implementasi pendekatan
restorative justice Terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum, dan upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum di PN Kelas TA
Palembang?

2. Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan
pendekatan restorative justice terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum di PN Kelas
IA Palembang?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis
normative. Pendekatan normatif itu dasar-dasar
aturan tentang Advokat dan aturan perundang-
undangan lain yang terkait. Dalam pelaksanaan
penelitian ini menggunakan sumber data primer
dan sekunder yang diperoleh Perpustakaan dan
yaitu berupa peraturan perundang—undangan
dan literatur—literatur lainnya yang berkaitan
dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap
data pustaka akan dilakukan wawancara kepada
pihak—pihak terkait dengan obyek penelitian
ini, antara lain para penegak hukum dan pihak
yang terkait lainya yang dijadikan bahan
penelitian ini yaitu berupa data kwalitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi pendekatan restorative
justice terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum
Penerapan Restorative Justice dilakukan
secara selektif setelah dengan berbagai
pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan
atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke
dalam 3 (tiga) bagian ketegori yaitu tingkat
ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-
anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa
mungkin Restorative Justice dilakukan. Untuk
kejahatan/ kenakalan sedang terdapat faktor
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pertimbangan untuk dilakukan Restorative
Justice. Untuk kejahatan berat Restorative
Justice bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan
yang tergolong ringan sebagai petty crime,
seperti pencurian ringan, penyerangan ringan
tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan
pada harta benda. Kejahatan yang tergolong
sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya
terdapat kombinasi antara semua kondisi.
Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk
menentukan ~ ketepatan  untuk  dilakukan
Restorative Justice atau tidak dilakukan
Restorative Justice. Keadaan-keadaan yang
terdapat pada anak sebagai pelaku tindak
pidana berbeda-beda. Oleh karena itu beberapa
faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan
untuk dapat dilakukan Restorative Justice
sebagai berikut:

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan
pertama  Restorative  Justice  adalah
seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar
belakang dapat menjadi pertimbangan.

2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
Jika anak pernah melakukan pelanggaran
hukum, Restorative Justice harus tetap
menjadi pertimbangan. Jika anaks sering
melakukan pelanggaran hukum maka sulit
dilakukan Restorative Justice. Namun perlu
dilakukan langkah dan pemikiran matang
demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Pandangan korban tentang metode
penanganan  yang  ditawarkan  agar
Restorative Justice dapat direncanakan

dengan baik, maka harus ada persetujuan

dengan korban.
Adapun syarat-syarat dilaksanakannya
Restorative Justice yang mengacu pada
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua
tindak pidana yang dilakukan anak dapat
diselesaikan melalui upaya Restorative Justice.
Dan untuk mengetahui dan memahaminya
melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi
dalam mengambil langkah Restorative Justice
terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.
Demi tercapainya tujuan Restorative Justice,
maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut
merupakan hal penting yang tidak dapat
diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya
Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak
pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal
berikut:
1) Usia pelaku harus benar-benar berkategori

sebagai anak. Keabsahan  pelaku
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2)

3)

berkategori sebagai anak menjadi sesuatu
hal penting yang harus dipenuhi. Hal
tersebut mengingat bahwa  berbagai
peraturan perundang undangan yang
berlaku dan terkait dengan penanganan
terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum telah memberikan batasan tertentu
tentang siapa yang tergolong sebagai anak,
hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.
Adanya pengakuan atau pernyataan
bersalah daripelaku dan kesediaannya
untuk dilakukan upaya Restorative Justice.
Adanya pengakuan / pernyataan bersalah
dari anak sebagai pelaku tindak pidana
merupakan hal penting dalam wupaya
Restorative  Justice. ~ bahwa  upaya
Restorative Justice ini tidaklah hanya
sekedar penyelesaian di luar proses hukum
formal atas tindak pidana yang dilakukan
anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6
huruf b, salah satu tujuan Restorative
Justice yaitu menanamkan rasa tanggung
jawab kepada anak. Lebih dari pada itu,
upaya  Restorative  Justice  tersebut
merupakan upaya untuk pembelajaran dan
pemulihan anak sebagai pelaku tindak
pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyata-
an bersalah dari pelaku tindak pidana
merupakan dorongan untuk dilakukannya
proses hukum secara formal atas suatu
tindak pidana. Pada sisi yang lain,
kesediaan pelaku untuk menyelesaikan
masalahnya melalui upaya Restorative
Justice memegang peranan penting. Upaya
Restorative Justice tidak dapat
dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku,
meskipun pelaku mengakui perbuatannya.
Adanya persetujuan dari ~ pihak  korban
untuk melaksanakan penyelesaian di luar
sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2.,
korban merupakan pihak yang dirugikan
oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Sebagai pihak yang dirugikan, pada
umumnya korban akan memiliki keinginan
agar perilaku merugikan yang diperbuat
anak untuk dipertanggungjawabkan melalui
proses  hukum secara formal. Keinginan
pihak korban tersebut merupakan sesuatu
hal yang wajar adanya dan secara normatif
keinginan pihak korban tersebut telah
diakomodir dalam peraturan perundang
undangan yang berlaku. Lebih dari pada
itu, tidak menutup kemungkinan adanya
keinginan  korban untuk  melakukan
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4)

5)

pembalasan dengan cara main hakim
sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut
maka adanya persetujuan dari pihak korban
dalam menyelesaikan tindak pidana yang
dilakukan anak menjadi sesuatu yang
sangat penting. Dengan adanya persetujuan
dari pihak korban maka diharapkan dapat
mengakomodir keinginan korban dalam
bentuk lain dan menghindarkan dari adanya
upaya main hakim sendiri dari pihak
korban.

Adanya dukungan masyarakat untuk
melaksanakan penyelesaian di luar sistem
peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf
d. Penyelesaian masalah tindak pidana
yang dilakukan anak jangan hanya
menitikberatkan pada hubungan antara
pelaku dan korban saja, melainkan harus
dilihat pula hubungannya
denganmasyarakat. Masyarakat sebagai
pihak yang mungkin saja terkena dampak
dari tindak pidana yang dilakukan oleh
anak maupun sebagai pihak yang dapat
dilibatkan dalam wupaya memperbaiki
perilaku anak merupakan bagian yang
tidakdapat dipisahkan dari
prosesRestorative Justice. Memperhatikan
hal tersebut maka keberhasilan pencapaian
tujuan  Restorative  Justice sangat
dipengaruhi oleh adanya dukungan dari
masyarakat.

Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem
Peradilan Pidana Anak diatur mengenai
syarat yang mengendaki masalah anak
harus di Restorative Justice yaitu: Diancam
dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh)  tahun; Bukan merupakan
pengulangan tindak pidana
Kendala pelaksanaan pendekatan

restorative justice Terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum

Karakteristik pelaksanaan restorative justice:

1. Pelaksanaan restorative justice ditujukan
untuk membuat pelanggar bertanggung
jawab untuk memperbaiki kerugian
yang dimbulkan oleh kesalahannya;

2. Memberikan kesempatan kepada
pelanggar untuk membuktikan
kemampuan dan kualitasnya dalam
bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkannya, disamping itu untuk
mengatasi  rasa  bersalah  secara
konstruktif;,
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3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang
dilakukan melibatkan korban atau para
korban, orang tua dan keluarga pelaku,
orang tua dan keluarga korban, sekolah
dan teman sebaya;

4. Penyelesaian dengan konsep restorative
justice ditujukan untuk menciptakan
forum untuk bekerjasama
menyelesaikan masalah yang terjadi;

5. Menetapkan hubungan langsung dan
nyata antara kesalahan dengan reaksi
sosial.

Berdasarkan karakteristik restorative justice di

atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi

untuk dapat terlaksananya restorative justice,
yaitu:

1. harus ada pengakuan atau pernyataan
bersalah dari pelaku;

2. Harus ada persetujuan dari pihak korban
untuk melaksanakan penyelesaian di luar
sistem peradilan pidana anak yang berlaku.

Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan

sebagai institusi yang memiliki kewenangan

diskresioner. Dalam pelaksanaannya, agar
kendala pelaksanaa keadilan restoratif haruslah
dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara
pelaku, korban dan kelompok masyarakat
dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau
tindak pidana. Menempatkan pelaku, koran
dan masyarakat sebagai” stakeholders” yang
bekerja bersama dan langsung berusaha
menemukan penyelesaian yang dipandang
adil bagi semua pihak (win-win solution).

2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab
terhadap korban atas peristiwa atau tindak
pidana yang telah menimbulkan cedera atau
kerugian pada  korban.  Selanjutnya
membangun tanggungjawab untuk tidak
mengulangi lg perbuatan pidana yang
pernah dilakukannya.

3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana
terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran
antar individu yaitu hukum, melainkan
sebagai  pelanggaran oleh  seseorang
(sekelompok orang) terhadap seseorang
(sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah
semestinya  pelaku  diarahkan  pada
pertanggungjawaban terhadap korban, bukan
mengutamakan pertanggungjawaban hukum
(legal formal).

4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa
atau tindak pidana dengan cara- cara yang
lebih informal dan personal, daripada
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penyelesaian dengan cara- cara beracara
yang formal di Pengadilan (kaku dan
inpersonal).

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Implementasi pendekatan restorative
justice terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum
Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri
Kelas I A Palembang menurut pendapat dua
hakim senior yaitu Subur Susatyo, SH., MH.
(NIP  196001081999031001) dan Sunggul
Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.
(196311071992121001) dapat dijadikan sebagai
upaya alternatif dalam menangani persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak
pidana. Karena semakin banyaknya anak
melakukan tindak pidana. Pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kendala pelaksanaan pendekatan
restorative justice terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum.

Terdapat faktor-faktor penghambat dalam
penerapannya yaitu: Belum ada persamaan
persepsi antara aparat penegak hukum mengenai
penanganan anak berhadapan dengan hukum
untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak.
Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan
anak berhadapan dengan hukum selama proses
pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).
Kurangnya  kebijakan  formulasi  untuk
melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak
nakal dalam hal ini Departemen sosial atau
Organisasi  sosial kemasyarakatan. Belum
adanya kerjasama antar komponen SPPA
menyebabkan tidak semua pihak memahami
implementasi keadilan restorative dengan tujuan
pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
Pandangan masyarakat terhadap perbuatan
tindak pidana Pelaksanaa Restorative Justice
masih terhalang adanya pandangan masyarakat
yang cenderung dendam dan ingin melakukan
pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk
pada pelaku anak.

a. Dalam upaya memberikan perlindungan
terhadap kepentingan dan hak-hak anak
yang berkonflik dengan hukum, Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan beberapa
peraturan  perundang-undangan  terkait,
antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang

5



ISSN: 2655-7614 (ONLINE) | ISSN: 2655-7622 (PRINT)

Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014. Namun demikian masih jarang
Hakim yang menjatuhkan sanksi tindakan
terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh
Anak. Hal ini disebabkan keadaan
kehidupan dalam keluarga anak tersebut

yang tidak mampu mendidik schingga
dikhawatirkan ~ akan  membuat  Anak
melakukan kembali perbuatannya.
B. Saran
1. Sebaiknya pendekatan keadilan
restorative harus selalu diutamakan

dalam penanganan perkara anak yang
berkonflik  dengan  hukum  agar
pemenjaraan tidak menjadi alasan upaya
terakhir  dalam  proses peradilan.
Berdasarkan Analisis yang dilakukan
penulis terhadap kasus diatas, maka
sebaiknya setiap anak yang berkonflik
dengan hukum tidak harus dimasukkan
kedalam lembaga permasyarakatan,
karena hak- hak anak seperti hak untuk
bersekolah, hak untuk mendapatkan
lingkungan yang layak, dan hak untuk
bermain akan terampas.

2. Kendala  pelaksanaan  pendekatan
restorative justice terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum  harus

dibangun persamaan persepsi antara
aparat penegak hukum mengenai
penanganan anak berhadapan dengan
hukum untuk kepentingan terbaik bagi
anak,
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